
 

 
WALIKOTA YOGYAKARTA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 

NOMOR  1 TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA YOGYAKARTA,                       

 
 

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal 125 dan Pasal 126  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 

Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatur ketersediaan dana yang 
cukup guna mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan 
rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-
SKPKD) yang telah disahkan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  

a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Kas 
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020; 

 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah  Kota Besar Dalam  Lingkungan Propinsi Djawa Timur, 
Djawa Tengah, Djawa Barat   dan  Dalam  Daerah  Istimewa  

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 

 

2.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
5679); 
 

 



 
 

 
  

3.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020; 
 

5.   Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 
6.   Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  ANGGARAN  KAS  PEMERINTAH  

 KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.                   

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana 
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

2. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 

3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara 
umum daerah. 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 
 

 



 
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut  
dengan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 
12. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 

13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 
 
 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun SPD. 
 

 
Pasal 3 

Tujuan disusunnya peraturan ini adalah untuk mengatur mekanisme pengelolaan 
anggaran kas agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat 
pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel 

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat. 
 
 

BAB II 
ANGGARAN KAS 

Pasal 4 

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran 
kas SKPD. 

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada SKPKD selaku BUD bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. 

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan 
rancangan DPA-SKPD. 

 

Pasal 5 

(1) SKPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur 
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan 

rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. 
(2) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus 
kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap 
periode.  

 
Pasal 6 

Anggaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

 
 
 

 



 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 
 

 
 

Ditetapkan di   Yogyakarta. 
pada tanggal   2 Januari3 2020   
  

  WALIKOTA YOGYAKARTA,    
 

ttd 
 
                  

                                             HARYADI SUYUTI 
 
 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal   2 Januari32020    

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 
 

       

  ttd 
          
AMAN YURIADIJAYA 

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN   2020   NOMOR    1       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


